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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul
“Tinjauan Figh Siyasah Maliyah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Banjarpanji
Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)” yang bertujuan untuk
menjawab dua rumusan masalah pertama, Bagaimana kewenangan kepala
desa terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Banjarpanji Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan
Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Maliyahterhadap kewenangan kepala desa
dalam pegelolaan Badan Usaha Milik Desa Banjarpanji Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan
pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa teknik wawancara. Menurut
Bapak Aiur Rofik selaku ketua Badan Usaha Miik Desa bahwa Badan Usaha
Milik Desa yang dirikan di Desa Banjarpanji berjumlah ada 6 yang berjalan
hanya ada 3yang masih belum berkembang dengan baik dan kepala desa masih
belum bisa alam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Adapun teknik yang
digunakan adalah penelitian lapangan di Desa Banjarpanji Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Kemudian menganalisa menggunakan
teknik deskriptif dan pola pikir deduktif kewenangan kepala desa Banjarpanji
terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perspektif Figh Siyasah .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bersama kepala desa
dengan rakyatnya, menurut peraturan perundang-undangan No.6 Tahun 2014
Tentang Desa yang menjelaskan salah satunya terkait kewenangan kepala
desa dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah berasarkan dengan prinsip-
prinsip syariah yang sesuai dengan kemaslahatan ummat, dengan tinjaun dasar
hukum Islamnya adalah Figh Siyasah Malzyab

Menurut pandangan figh'Siyasah Maliyah, terj ad1 Kesesuaian antara
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan kewenangan yang dimiliki oleh
kepala desa meurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Figh Siyasah
Malijyah dalam mengatur pengelolaan perekonomian harus berdasarkan pada
asas musyawarah, supaya tidak terjadi pemegang kekuasaan yang tinggi oleh
kepala desa, maka dari itu seluruh rakya dilibatkan agar terjadi persesuaian
peratura dan kebijakan.

Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkan agar cepat
terselesaikannya musyawarah terkait Badan Usaha Milik Desa di Desa
Banjarpanji terutama dalam usaha pembukaan dan pengelolaan cafe sawah
dengan berdasarkan asas-asas dan pinsip kemaslahatan ummat.
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